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Purwakarta, 15 April  2026 
 

 
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten 
Purwakarta Melalui Bidang 
Informasi dan Komunikasi 
Publik Diskominfo 
Kabupaten Purwakarta 

 di- 

 Tempat 

 

 
SURAT PENGANTAR 

Nomor : 000.8/471-PM/2026 

 

No Jenis surat yang dikirim Banyaknya Keterangan 

 
1. 

 
Daftar Informasi Publik pada 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Purwakarta Tahun 

2026. 

 
Satu 

Berkas 

 
Disampaikan dengan 

hormat, untuk dijadikan 

bahan selanjutnya, demikian 

agar menjadi maklum 

 
 
 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Purwakarta 
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DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN PURWAKARTA 

TAHUN 2026 

 

 
NO 

 
RINGKASAN ISI 

INFORMASI 

PENANGGUNG 
JAWAB 

PEMBUATAN/ 
PENERBIT 
INFORMASI 

PEJABAT YANG 
MENGUASAI 
INFORMASI 

WAKTU 
PEMBUATAN 
INFORMASI 

BENTUK INFORMASI 
YANG TERSEDIA 

 
RETENSI 

ARSIP 
CETAK REKAM ONLINE 

1 INFORMASI TENTANG PROFIL BADAN PUBLIK DPMPTSP 

a Stuktur Organisasi Kepala Dinas Sekretaris Purwakarta, 
2023 

  ✔ 5 Tahun 

b Profil DPMPTSP Kepala Dinas Sekretaris Purwakarta, 
2022 

  ✔ 5 Tahun 

c Maklumat, Moto dan Kode 
etik 

Kepala Dinas Sekretaris Purwakarta, 
2022 

  ✔ 5 Tahun 

2 RINGKASAN INFORMASI TENTANG PROGRAM DAN ATAU KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN 

a Renstra 2024-2026 Kepala Dinas Perancana Ahli Muda Purwakarta, 
2024 

✔  ✔ 5 Tahun 

b Perubahan Renstra 2022- 
2024 

Kepala Dinas Perancana Ahli Muda Purwakarta, 
2024 

✔   5 Tahun 

c Rencana Kerja (Renja) 
Tahun 2026 

Kepala Dinas Perancana Ahli Muda Purwakarta, 
2025 

✔  ✔ 1 Tahun 

3 Ringkasan Informasi Kinerja 

a LAKIP 2025 / LKJIP 2025 Kepala Dinas Perencana Ahli Muda Purwakarta, 
2026 

✔  ✔ 1 Tahun 

b IKU 2026 Kepala Dinas Perencana Ahli Muda Purwakarta, 
2025 

✔  ✔ 1Tahun 
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c Perjanjian Kinerja 2025 Kepala Dinas Perencana Ahli Muda Purwakarta, 
2025 

✔  ✔ 1 Tahun 

d Cascading 2026 Kepala Dinas Perencana Ahli Muda Purwakarta, 
2026 

✔  ✔ 1 Tahun 

4 RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN 

a RKA Tahun 2026 Kepala Dinas Perencana Ahli Muda Purwakarta, 
2026 

✔   1 Tahun 

b DPA Tahun 2026 Kepala Dinas Perencana Ahli Muda Purwakarta, 
2026 

✔   1 Tahun 

c Ringkasan RKA Tahun 2026 Kepala Dinas Perencana Ahli Muda Purwakarta, 
2026 

✔   1 Tahun 

d LRA 2025 Kepala Dinas Kasubag Keuangan Purwakarta, 
2026 

✔   1 Tahun 

e CALK 2025 Kepala Dinas Kasubag Keuangan Purwakarta, 
2025 

✔   1 Tahun 

f Daftar Inventalisir Barang 
Tahun 2025 

Kepala Dinas Pengelola Barang Purwakarta, 
2025 

✔   1 Tahun 

5 RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK 

a Laporan LHKPN 
Pejabat Negara 

Kepala Dinas Analis SDM Aparatur 
Ahli Muda 

Purwakarta, 
2025 

✔   1 Tahun 

b Survey Kepuasan 
Masyarakat Tahun 2025 

Kepala Dinas Penata Kelola 
Penanaman Modal 

Ahli Muda 

Purwakarta, 
2025 

✔  ✔ 1 Tahun 

c Laporan Pengaduan Tahun 
2025 

Kepala Dinas Penata Perizinan Ahli 
Muda 

Purwakarta, 
2025 

✔  ✔ 1 Tahun 

6 INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN DAN ATAU KEBIJAKAN BADAN PUBLIK 

a SK Penetapan Indikator 
Kinerja Utama DPMPTSP 
Tahun 2026 

Kepala Dinas Perencana Ahli Muda Purwakarta, 
2026 

✔   1 Tahun 
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b SK RENCANA KERJA 
(RENJA) 
DPMPTSP Tahun 2026 

Kepala Dinas Perencana Ahli Muda Purwakarta, 
2026 

✔   1 Tahun 

c SK Tim Penyusunan 
Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah (LAKIP 
DPMPTSP Tahun 2025 

Kepala Dinas Perencana Ahli Muda Purwakarta, 
2026 

✔   1 Tahun 

d SK Penunjukan PPTK pada 
DPMPTSP Tahun 2026 

Kepala Dinas Perencana Ahli Muda Purwakarta, 
2026 

✔   1 Tahun 

e SK Penunjukan PPK pada 
DPMPTSP Tahun 2026 

Kepala Dinas Perencana Ahli Muda Purwakarta, 
2026 

✔   1 Tahun 

f SK Pengelola Managemen 
Resiko Tahun 2026 

Kepala Dinas Perencana Ahli Muda Purwakarta, 
2025 

✔   1 Tahun 

g SK Penunjukan Penata 
Keuangan Tahun 2026 

Kepala Dinas Perencana Ahli Muda Purwakarta, 
2026 

✔   1 Tahun 

h SK Tim Penyusunan 
Renstra 2024-2026 

Kepala Dinas Perencana Ahli 
Muda 

Purwakarta, 
2024 

✔   5 Tahun 

7 INFORMASI TENTANG HAK DAN TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK SERTA TATA CARA PENGAJUAN 
KEBERATAN SERTA PROSES PENYELESAIAN 

a Formulir Pengaduan Kepala Dinas Penata Perizinan 
Ahli Muda 

Purwakarta, 
2026 

✔  ✔  

8 INFORMASI TENTANG PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 

a Rencana Umum 
Pengadaan Tahun 2026 

Kepala Dinas KPA Purwakarta, 
2026 

✔   1 Tahun 

9 INFORMASI TENTANG ORGANISASI, ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN 

a Daftar Nominatif 
Kepegawaian Tahun 2025 

Kepala Dinas Analis SDM Aparatur 
Ahli Muda 

Purwakarta, 
2025 

✔   1 Tahun 
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10 DATA PEMBENDAHARAAN ATAU INVENTARIS 

a Daftar Inventarisir 
Barang Tahun 2025 

Kepala Dinas Pengelola BMD Purwakarta, 
2025 

✔   1 Tahun 

11 RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA BADAN PUBLIK 

a Renstra 2024- 2026 Kepala Dinas Perencana Ahli 
Muda 

Purwakarta, 
2024 

✔   2 Tahun 

b Rencana Kerja (Renja) 
Tahun 2026 

Kepala Dinas Perencana Ahli 
Muda 

Purwakarta, 
2025 

✔   1 Tahun 

12 INFORMASI BENCANA 

 - - - - - - - - 

 

 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Purwakarta 
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DAFTAR  INFORMASI DIKECUALIKAN 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA 
 
 

NO 
SUMBER 

INFORMASI 
KONTEN 

INFORMASI 
DASAR HUKUM 

BATAS WAKTU 
PENGECUALIAN 

AKIBAT JIKA 
INFORMASI 

DIBUKA 

MANFAAT JIKA 
INFORMASI 

DITUTUP 

1 Proses evaluasi dan 
verifikasi permohonan 
perizinan 

Draft hasil evaluasi 
teknis dan 
rekomendasi 
sebelum peentapan 
izin 

- UU No. 14 Tahun 2008 
Pasal 17 huruf b 

- UU No. 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan 
Publik 

Setelah izin 
diterbitkan 

Mengganggu 
objektivitas 
penilaian dan 
membuka peluang 
intervensi 

Melindungi 
independensi dan 
objektibitas 
proses penilaian 

2 Dokumen investasi 
yang memuat rahasia 
dagang 

Proposal investasi 
yang memuat 
rincian teknis, 
formula, atau 
strategi usaha 

- UU No. 14 Tahun 2008 
Pasal 17 huruf b dan 
huruf c 

- UU No. 30 Tahun 2000 
tentang Rahasia Dagang 

Selamanya selama 
informasi bersifat 
rahasia dagang 

Membocorkan 
rahasia usaha dan 
merugikan 
pemohon/investor 

Melindungi 
rahasia dagang 
dan menjaga iklim 
investasi 

3 Arsip administrasi 
yang sedang dalam 
proses hukum 

Berkas sengketa 
perizinan atau 
investasi yang 
sedang diproses di 
pengadilan 

- UU No. 14 Tahun 2008 
Pasal 17 huruf a 

- KUHAP 

Sampai proses 
hukum selesai 

Mengganggu 
proses peradilan 

Mendukung 
kelancaran 
proses hukum 

4 Data pribadi 
pemohon izin 

Nomor KTP, Alamat 
lengkap, NPWP, 
kontak pribadi 

- UU No. 14 Tahun 2008 
Pasal 17 huruf h 

- UU No. 27 Tahun 2022 
tentang Perlindungan 
Data Pribadi 

Selama masih 
digunakan untuk 
administrasi dan 
pengawasan 

Potensi 
penyalahgunaan 
data pribadi 

Melindungi privasi 
dan keamanan 
pemohon 

5 Strategi pengawasan 
dan penindakan 

Rencana operasi 
pengawasan 
sebelum 
dilaksanakan 

- UU No. 14 Tahun 2008 
Pasal 17 huruf b 

- UU No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan 
Daerah 

Setelah 
pengawasan selesai 

Menghambat 
efektivitas 
pengawasan 

Menjamin 
keberhasilan 
pengawasan dan 
penegakan 
hukum 
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NO 
SUMBER 

INFORMASI 
KONTEN 

INFORMASI 
DASAR HUKUM 

BATAS WAKTU 
PENGECUALIAN 

AKIBAT JIKA 
INFORMASI 

DIBUKA 

MANFAAT JIKA 
INFORMASI 

DITUTUP 

6 Data rinci Barang 
Milih Daerah 

Detail Lokasi, kode 
inventaris, dan 
spesifikasi teknis 
asset strategis 

- UU No. 14 Tahun 2008 
Pasal 17 huruf g 

- Permendagri No. 19 
Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Barang 
Milik Daerah 

Selama data 
digunakan untuk 
pengamanan asset 

Berpotensi 
membahayakan 
keamanan aset 
daerah 

Melindungi 
keamanan dan 
keselamata aset 
daerah 

7 SPJ (Surat 
Pertanggungjawaban) 
yang belum diaudit 

Dokumen SPJ yang 
masih dalam proses 
pemeriksaan atau 
verifikasi 

- UU No. 14 Tahun 2008 
Pasal 17 huruf b 

- UU No. 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan 
Tanggung jawab 

Sampai proses audit 
selesai 

Mengganggu 
proses 
pemeriksaan dan 
pengawasan 
keuangan 

Menjamin 
objektivitas dan 
integritas proses 
audit 

8 Disposisi surat 
internal 

Catatan disposisi 
pimpinan yang 
memuat arahan 
strategis atau 
pendapat pribadi 

- UU No. 14 Tahun 2008 
Pasal 17 huruf a dan b 

Sampai 
kebijakan/Keputusan 
terkait dilaksanakan 

Dapat mengganggu 
proses 
pengambilan 
Keputusan dan 
memuka potensi 
intervensi 

Melindungi 
kerahasiaan 
proses 
pengambilan 
keputusan 

9 Data pribadi pegawai Nomor induk 
pegawai, alamat, 
riwayat keluarga, 
kontak pribadi 

- UU No. 14 Tahun 2008 
Pasal 17 huruf h 

- UU No. 27 Tahun 2022 
tentang Perlindungan 
Data Pribadi 

Selama masih aktif 
digunakan 

Potensi 
penyalahgunaan 
data pribadi 

Melindungi privasi 
dan keamanan 
pegawai 

10 Berkas penilaian 
kinerja 

Hasil evaluasi 
kinerja pegawai, 
catatan pembinaan, 
rekomendasi 
internal 

- UU No. 14 Tahun 2008 
Pasal 17 huruf b 

Setelah ditetapkan 
dalam SK resmi 

Mengganggu 
objektiitas penilaian 
dan memeicu 
konflik intgernal 

Menjaga 
objektivitas 
proses penilaian 
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11 Dokumen disiplin 
pegawai 

Berita acara 
pemeriksaan, 
rekomendasi sanksi, 
bukti pelanggaran 

- UU No. 14 Tahun 2008 
Pasal 17 huruf a dan b 

Setelah proses 
penyelesaian 
hukum/disiplin 
selesai 

Mengganggu 
proses penegakan 
disiplin 

Menjamin 
kelancaran 
proses 
pembinaan 

12 Draft rencana 
anggaran 

RKA sebelum 
disahkan 

- UU No. 14 Tahun 2008 
Pasal 17 huruf b 

Setelah disahkan Mengganggu 
proses 
perencanaan dan 
berpotensi 
menimbulkan 
spekulasi publik 

Melindungi proses 
perencanaan dan 
pengambilan 
kebijakan 

13 Dokumen transaksi 
keuangan internal 

Bukti pengeluaran, 
rekening bank 
instansi, rincian gaji 

- UU No. 14 Tahun 2008 
Pasal 17 huruf g 

- UU No. 23 Tahun 2014 

Selama priode tahun 
berjalan 

Potensi 
penyalahgunaan 
informasi keuangan 

Melindungi 
keamanan aset 
dan dana instansi 

 

 
 
 

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Purwakarta 
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